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a. bahwa dalarn rangka optimalisasi kinerja Dinas
Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan 'Jerpadu Sam Pinru;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nornor 11 Tahun 2016 ten tang Pernbentukan dan
Susurran Perangkat Daerah Provinsj Kalimantan Selatan,
dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nornor '095
Tabun 2019 tentang Kedudukan, Susunan. Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan, rnenetapkan perlunya perurnusan
tugas, fungal dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur terrtang Tugas, Pungsi, dan Uraian
Tug-as Dina s Penanarnan Modal dan Pelayanan Te:rpadu
Satu Pintu;

l . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubHk
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 J'n.
Undang-Undang Nomor 2 I Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10
Tahun 19.57 antara lain mengenai Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Selata.n sebagai
Undang-Undang [Lernbaran Neg,ara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65,. Tambah an Lembaran Negara
Republik Indonesia. Nomor 1106);

GUBERNUR KALIMANTAN SELATANr

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat:

Menimbang:

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGA.S DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TENTANG

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SElATAN
NOMOR Q/t~TAHUN '2020

GUBERNUR KALIMANTAN SE,LATAN
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10.

9.

8.

7.
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s.

, n'1t ng-Und~I_1g Nornor ~S Tuhun 2007 tentung
~ '~lu:nnmnnModal (I,...'mbnr,~l,nNegara Rcpublik lndoneslr
!Ihwl_.]007 Na~lo~ b7. TanFlbahan L rnbnr n Ncgaru
Republik Indonesia Nornor 4724),;
~.nd~mg-Und.Elng Nomor 2,5 T hun .....009 ten tang
Pelay man Pub:lik I(Lembaran Negura R publik Indonesn
Tahun .200~ No~or I L.~.:" Tambahan Lembaran Negarn
Repubbk indonesIa Nomor 5038};
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraruran Perundang-undangan
[Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2'0] 1
Nomor 82" Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Hornor 5234)1 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15, Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ][2
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1-83,Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipi] Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nornor 244~ Tambahan
Lembaran Negara R1epublik Indonesia Nomor ,5587)"
sebagaimana telah diubah beherapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 20.14 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor S8t

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 567'9);
Peraturan Pernerintah Nomor .53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2010 Nornor 74, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pernermtahan Daerah (Lernbaran Neg-era Republik
Indonesia Tahun .2017 Nornor 73, Tambah an, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 6041).;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Pe_nanaman
Modal [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 93);

--1.,
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Da1am Peraturan Gubemur ini yang dimaksud denga.n:
1. Daerah adalah Pmvinsi Kalimantan Selatan ..
2'. Pernerintah Daerah adaJah Gubemur sebagai unsur penydengg,ara

Pemerintahan Daerah yang mernimpinpelaksanaan urusan. pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonem.Gubernur adalah Gubernur
Kalimantan Selatan,

3, Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan,

PasalI

BAS, I
KETENTUAN UMUM

FUNGSl,
MODAL

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS,
DAN URA.IAN TUGAS DlNAS PENANAMAN
DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU.

MEMUTUSKAN:

15.

14.

13.

L...

Per 'luran Prcsiden Nornor 7 Tatum 101 t ~nt'm~
Pernturan Pelaksana, n Undang-Undnng Nomor t_
Tah'un 2011 tentarig Pernbentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembar n N,"gam Republik
'1ndon,csi.aTahun 20 ~4 Nornor 1.99)'
Peraturan Presid n Nomor 97 Tahun _014 tentnng
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Saru Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nornor 221);
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 20 ES
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Beritn
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 12'0 Tahun 2018 tentang Perubahan
ALas Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 80
Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukurn
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nornor 157)1;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nornor 11
Tahun 20]6 tentang Pernbentukan dan Susiman
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatari
Tahun 2016 [Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016 Nornor II" Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
Nomor 100)1;
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2:019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan -Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun .2019Nomor 95.)1;.

11.
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I( I] Dimas mernpunyai tugas rnengoordinasi pelaksanean urtrsari
pemerintahan dan pelayanan perizinerr yang menjedi kewenangan daerah
dan tugas pernbantuan di bidang penanaman modal dan, pelayanan
terpadu satu pim.u,

(2)1 Dirras dalarn melaksanakarr ruges sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
rnenyelenggarakan fungsi:
a.. peru:musan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu di daer,ah;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengembangan

iklirn penanarnan modal;
c. koordinasi pelakeeriaan kebijakan promoai pctensi daerah yang dapat

menarik penanaman modal;
d. koardinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman

modal;
e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya

alam;
f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastrukrur dan scsial:

Pasal Z

Bagian Kesatu
Dinas

BAHH
TUGAS, FUNGSI, DAN URAJAN TUGAS

4. Dirias Pertartamari Modal dan Pelayarran Terpadu Satu Pintu yang
s,elanj~tnya disebut Din-as adalah pernngkat d"I,er.s.h yang
menyelengg,arakan urusan pernerintahan di bidang Penariaman Medal dan
PI~".lay.ananTerpadu Satu Pinru Provmsi Kalimantan 'Selatan.

5. Kepala Dinas ad alah Kepa la Dirtas Penanaman Modal dan Pe layanan
Terpadu Saru Pintu Pruvi ns] Kaliman tan Sela tan.
Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanarnan Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatari.

7. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Dimas, Periarrarnan ,Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

B., Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatari.

9. Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang dil lingkungan Dinas
Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimaruan Sela tan"

10. Penan aman modal adalah segaJa bentuk kegiatan menanam modal, balk
oleh Pen an am Modal Dalam Negeri rnaupun Penanarn Modal Asiing:, un tuk
melakukan uaaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Negara
Kesatuan Re'publik Indonesia.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya djsingkat PTSP adalah
pelayanan sccara terintegraai dalam satu kesatuan proses dimulai dan
tahap permohonan sarnpai dengan tahap penyelesaian produk pelayarran
melalui satu pintu,

- 4 -
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I(1j Sekretariat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (4) huruf a
rnempunyai tugas rnengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan
menyelenggarakan urusan umum dan adminiatrasi kepegawaian,

[2~ Sekretariat dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
[I] menyelenggarakan fungai:
B. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

penyustman program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;

Pasal S

Bagian Kedua
Sekretaria t

, koordinasi pelaksanaan pelayanan pengaduan, kebijaknn dan
mformasi; dan

h. pengelolaan kesekretariatan,
(j I Dirras, d l m melaks nakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)

mernpunvaj uraian tugas sebagai berikut: -
a. rnerurmrakan kebijakan tekn:~,s, penanaman modal dan pelayarian

terp du satu pintu di daerah;
b. mengoordioasikan pie Iaksan aan kebijakan perencanaan dan

pengernbangan iklim penanaman modal;
c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan prnrnosi poterrsi daerah

yang dapat rnenarik penanarnan modal;
d, mengoordinasikan, mernbina dan mengawasi pelaksanaan penanarnan

modal;
'e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan

pelayarian perizinan ekonorni dan sumber daya alam;
f. mengoordinasikan, rnernbina dan rnengawasi pelaksanaan kebijakan

pelayanan perizinan infrastrukrur d8J1sosial;
g. mengooedinasikan, membina. dan mengawasi pelaksarsaan pelayanan

pengaduan, kebijaka dan informaai;
h. mernbina dan rnengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
1. melaksanakan tugas lain seauai dengan hidang tugas dan

kewenangannya,
(,) Susunan Organiaasi Dinas sebagalrnarra dimaksud pada ayat p) terdiri

atas:
a.. Sekretariat;
b. Bidang Perencanaan dan Perigembartgan lklirn Penanaman Modal;
IC. Bidang Promosi Penanaman Modal;
d.. Bidang Pengendalian Perranaman Modal;
e. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alarn;
f. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial;
g. Bidang Pengadtzan, Kebijakan dan Inferrnasi;
h.. Unit Pelaksana Tekriis Daerah: dan
1. Kelornpok .Jabatan Fungsional.

- 5 -
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Pasa14

If1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagairnana dimaksud
dalarn Pasal 3 ayat 1(4) huruf a mernpunyai tugas melaksanakan
penyusunan program, kegiatan, rencana anggaran, rencana kerja,
evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan
dan pelaporan keuangan serta perrgelotaarr aset,

1(2') Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas
sebegaimana dimaksud pada ayat I( 1)1 rnempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. rnenyiapkan bahan dan menyusun program, kegiatan dan rencana

kerja Dinars PMPrSP;
b. rnenghirnpun, mengolah, menganalisia dan rnenyajikan data

ki nerja Dirras PMPTSP;
menyiapkan bahan dan rnenyusun rencana strategis Dinas PMPTSP;

I

tEr4V

p engenduliun
l' .

pengendalhn'r " r1),'W'Hllnrf1 'fogrmn, knl)rd~na}!il, perabmnnn dan
rduu ...,i dun pdupuran ~q~jHtttn flinn'S PM P'TSP';.

PPB_ U'HlUW'!1 I. rUl~rnm", ]rltonrd'n,asli. pernbi: .uun dun
lll'nyusunan ~mgg,Hnu dan p("n~ckJ'~w.1n kl"u.a.Tl~ru.l;
pcnyuxurum pn>~runl" konrrlirusai, pcrnhlnann dnn
pl"n~c,ln~aan .u.S". Dinus 'PMPT:SP;,

to, penyusumm program, koordinnsi, pC'mb~l1tlan dun pengendalian
p(·,np.t:l,1I1n,ansurnt-rn inyurat dan ruirnuh tung.ga;

f. pcnyuaunun program, kuordinuai, pernbinaan clan pengendalian
P"ugdolLlan organisasi, tatalaksana dan huburrgan masyarnkat; dan

g. penyustman program, koordinaai, pernbinaan dan pengendalian
p '"ng,elolaan adrninistruai k pc·gawaian.

(3) Sekretar'iat dalarn mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksue] pada ayat
[I] rnempunyai uraian tugas scbagai berikut:
0.. Menyusun program, rnengoordinaaikan, rnembina dan mengendalikan

p myuaunan p:r~Igram dan rencano kcgiatarr Dinas PMPT'SP;
b. rnenyuaun program, mengoorxlinasjkart, mernbina dan merrgendalikan

evaluasi deri petapcran leeriatnn D~na8 PMPTSP;
c. rnenyusun program" mengoordinasikan, rnernbina dan merrgendalikan

penyusunan anggaran dan pcngelolaan keuangan;
d. rnenyusun program, mengoordjnaaikan, mernbina dan mengendahkan

pengelolaan aset Dirias PMPTSP;
e. rnenytrsun prograrn, mengoordlnasikan, mernbina dan rnengendalikan

perrgeloluan surat-menyurat dan rumah tangga;
f. menyusun program. mengoordinasikan, membina dan rnengendalikan

pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
g. rnenyusun program; mengoordinasikan, rnernbina dan rnengendalikan

pengelolaeri adrninietrasi kepegawaian: dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai derigan bidang tugas

dan kewenangarmya.
(4) Sekretariat sebagairnana dimakaud pada ayat (1) terdiri atas:

.8.. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset: dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

III

h
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(i I Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 3 ayat 1(4) huruf b mernpunyai tugas rnengelola 'Sur.at~menytl'fa't"
ekspedisi dan kearsipan, urusan rmnah tangga, hubungan masyarakat
dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksaneran serta administrasi
kepegawaian .

(:.r) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian rlalarn rnelaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat I( 1)1 mernpunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. rnenyiapkan bahan dan menyuaun rencana kegiatan pengelolaan

surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tartgga,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi
dan ketatelaksanaan serta adminiatrasi kepegawaian Dinas PMPTSP;.

b. menyiapkan bahan dan rnenyusim pertmjuk teknis peogelolaan
surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urtrsan rumah tarigga,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, orgarrisasi
dan ketatalaksanaan serta kepegawaian:

Coo menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelelaan surat-surat
dan ekspedisi:

d. rnenyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal reterrai
serta penghapusan arsip;

e_ menyiapkan ballan , mengelola Iasilitas kerumahtanggaan j'

rnengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
f.. rnenyiapkan bahan dan melaksanaken kegiatan hubsmgan

rnasyarakat dan, keprotokolan:
g,. menyiapkan bahan an alisa dan evaluasi efektivita eo orgamsa . d_ [I U II ..;;!. " ,I ...,' ::i,) un

ke tatalaks.a.na.an.;

Pasal 5

kinerjalaporanrn,

L

danp"nata usa haa nmerigeloladan

d m r1'\L..pk.m h.ihnn d.m m~f1~f"\".'~h.JI.ssi plftl~~f'.l'mLq,!l 1,'lmrl,

r mcrrvr.tpknn h rh.m ,d,ul mell~' uxun l.rpu'r •.rn J\kunl ..I,~iIU'La:."'IInil'·rl0,1
(lm.J~ P' , PTSP:
men},hlpkm hahan dnn me n)rusun Laporun Pertml~unj:!.,1awaban
dan L....'lpnnm l-\,elpr.mg,an Pl:rLnn~lngja\'·nbal1,;
m nviopkan bahun dan mclnksan rk in kerju snmn :p~nyuSlun rn
r~nc~rn[~an~ rrun pend rpatun dan belunja Dinus PMpr~:;,r);

~1- mpnyiLlI kn iii. bahan melakss naknn analjsis kebotuhun
dan menyustm Rencana Kebutuhnn Barang Urtit dan Rcneana
Tahunan Bnrang Unit;
mt:'nyiapkan bahan
ukun tansi keuangan;

j. mcnYlapkan bahan da:n mehll{'sanakan pengelolaan aset;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;

menyiapkan bahen dan memproses administrasj pernbayaran gilJI
dan tunjangan;
menyiapkan bahrm dan mcnyusun
dan pertanggungjawaban keuangan:

n. rnenyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset; dan
0.. melaksanakan 'luges, lain SiE'8Uai, bidang tugas dan kewenangannya,

1
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mengatur

rnengature. rnenyusun program, mengoordinasikan, rnembina,
dan rnengendalikan pengembangan usaha di daerah;

r rnenyusun program, rnengoordinasikan, membina,
dan meogendalikan pem berdaya an usaha di daerah: dan

pengaturan

penga tu ran

pengaturan

pengaturana. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan,
dan pengendalian perencanaarr modal daerah;

b. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan,
dan pengendaHan kebijakan penanarnan modal daerah;

c. penyusunan program; koordinasi, pernbinaan,
dan pengendalian pengembangan ikHmusaha di daerah;

d. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan,
dan pengendalian pengernbangan usaha di daerah; dan

e. penyusunan program, koordmasj, pernbinaarr, pengaturan
dan pengendaliarr pemberdayaan usaha di daerah,

(3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklirn Penanaman Modal! dajam
rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat '(1) rnernpunyai
uraian tugas sebagai berikut:
a, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan

dan pengernbangan iklim penanaman modal daerah;
b. rnenyusun program, merrgoordinasikan, mernbina, rnengatur

dan mengendalikan perencanaan modal daerah;
c. rnenyusun program. mengoordinasikan, membma, mengatur

dan mengendalikan kebijakan penanaman modal daerah;
d. rnenyusun program, mengoordinaaikan, mernbirta, mengatur

dan mengendalikan pengembangan iklim usaha di daerah;

(l) Bidang Perencanaan dan Pengernbangan Iklirn Penanaman Modal
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat 4 huruf b mernpunyai tugas
rnengoordinasikan, membina, rnengatur dan mengendalikan perencanaan
dan pengernbangan penanarnan modal.

(2) Bidang Perencanaan dan Pengernbangan Iklirn Penanaman Modal dalam
me laksanakan rugas sebagaimana drmaksud pada ayat (1)
rnenyelenggarakan fungsi:

PasaL6

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengernbangan Iklim Penanaman Modal:

h. menliapkan bahan dan menyuaun daftar norninatif dan dofttsr
urut kepangkatan pegawai;

L rnenyiapkan bahan dan meluksanakan Iaailltasi p .nilaian kin crju
pegawai;

j.. menyiapkan bahan dan mernproses adrniniatrasi rntjtasi kepegawaiun;
k. menyjapkari bahan dan mengelola dnkurnen da n data kepcgawaian:
1. rnenyiapkan bahan dan mengelola informasl kepegawaian;
rn. menyiapkan bahan pernbinaan pegawai; dan
n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangarmya.

- 8. -
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1-

'-F'

:::k.ksi Perencanaan dell Kebijakan Perianaman Modal sebagaimaria
dirnaks ud dalorn Pasal 6 ayat 1(4) huruf a mernpunyai rugas melaksanakan
penyuaunan rencana dan p -nerapan kebijakan penanarnan modal daerah,
Seksi Perencanann dan Kebijakan Penanaman Modal dalam
melnksanaknn tugas sebagairnana dimaksud pada ayart (1) rnernpunyai
urnian tugas scbagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan

rencana dart penerapan kebijakan penanarnan modal daerah;
b. mengurnpufkan, mengoiah, menganalisis dan rnenyajikan data potensi

sektor usaha dan kebijakan penanaman modal daerah;
c. rnenyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksariakan

inventarisasr dan identifikasi potensi sektor usaha penanaman modal
dnerah;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan
r ncana penanaman modal daerah;

e. menyiapkan bahan dan membuat peta sebaran pctensi sektor usaha
penanarnan modal daerah;

f. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan penyusunan rencana
penanarnan modal daerah;

g, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan daftar skala
prioritas sektor usaha penanarnan moda] daerah;

h. menyiapkan bahan dan menganalisis pernberian insentif dan
pemberian kernudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

t. rnenyiapkan bahan dan rnelaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria perencanaan dan kebijakan penanaman modal daerah;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/xmit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana
penanaman modal daerah;

k. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan pernantauan kegiatan
penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanarnan modal
daerah;

l. rnenyiapkan bahan dan penyusunan laporan kinerja kegiatan
penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanarnan modal
daerah; dan

m. rnclaksanakan tugas lain sesual dengan tugas dan kewenangannya,

(I)

Pasal '7

,- II- 'I~ 1 - l....in sesua: dcnga n bid an (T, tugas dan!. mf" ,111ri:!"iunllll\,nn ILUg._8 n I L ..... ' .. " LI! U h \ l::'!

_le'\\,'nan ~nnn.'it.
II H I,j I uI'~P 'r' -n m IOn don Pcngcmbangan Iklirn Perianamnn Modal

~el,~ ",li,lnunn dirnuksud pad ayat [I] terdiri atas:
n, S,'kHi Pcrcn unarm dan :K,bijakan Penanaman Modal; dan
b. Scksi P 'n,g('mbHn~tn dan Pernberdayaan Usaha,

- q _
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11.. rnenyiapkun bahan dan mclaksanakan fasilitasi dan supervisi
penirtgkutan peran dan. pernberdayaan badan usaha dalam
pcnanaman modal;

L rnenyiapkan bahan dan rnelaksanakan birnbingan teknis, fasilitasi
dan aupcrvisi pcningkatan daya salng penartaman modal daerah;

j. rnenyiapkan bahan dan melaksan kan norma, standar prosedur
clan kriteria pcngernbangan dan pemberdayaari sektor trsaha rnikro,
kecsl, rncnengah, besar dan koperasi;

k. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
kcrjar unlt kerja dan irrstansi terkait dalarn pengernbangan
dan pembcrdayaan sektor usaha;

L menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pemantauan dan Evaluasi
kegiatan pengembangan dan pernberdayaan sektor usaha;

m. rnenyiapkan bahan dan menyusun Iaporan kinerj a. kegiatan
pcngembangan dan pemberdayaan sektor usaha; dan

n. melaksanukan tugas lain sesuai dengan bidang tuga.s
dan kcwenungan.nya-

Iasilitasi dan superviei
jarlngan perrnodalan
keen) menengah, besar

d. in 'ul'iaplmn b dwn dun rneluksunakan inventarisasi serta
id ·nt.(iI~Hsi,sektor usnha rnikro, k cil, rnencngah, besar dan koperasi
di ~n "1~llh,;
rnenylnpknn buhun dun melaksanaknn birnbingan teknis, Iasilitasi
sertn supervisi ~cngernbnngan dan P' irnb .rdayaan sektor usaha mikro,
1(,''H~meucngah, besar dan koperasi di daerah;
rncnyinpkun bahrm dan melaksonakun faailitaai dan strpervisi
p--'n~ .rnbnngnn dun Pembcrdayaan sektor useha mikro, kecil,
men 'n~ah, besar dan koperaai di daerah;
rnenyiapkan bahan dan rnelaksanakan
pengcrnba ngan dan pcmbcrdayuan
dan pcrnbiayaan sektnr usuha rnikro,
dan kop iraai;

L

I IJ ; "r , 'iii 1", H'~ III IJ,. 1,'1 If::1iI:1 d In P'['U1'IIWUIU\lU II~ lIs:.111~ :i,t·'bav.a~nHlnn dirnukaud
II .•L~u 11.,·,.d '1 uv.u I!·J) lu n ut b Ult'ul[l1un ail IU~~I,:-;J,lTl'llkxanaJ{an
d,.,n UWllWht'lWl nil r I:.~W t:,J al'fll, ~ supcrvisi rt.'n~l·'mh:,mgan
CI,Ul IIH'm'hndnv:, 'Ill tH .1"1,

11)1 ,'d,'dI 1"I·U~'I.(·111111I.'UW.,1U d,_!1Ia P(·.HIn'rda~am Usuhn dl~ll rrn mdulnU1Wtkan
t I~·••,·. !.dM~·,Hmun It I'lim lk~HUII, pndu u nl I( I,) rnernpurr ni uruiun Eu~as
~IphI'~(U 11~'1 rkut:
,I J:IIII'IIVh Ipl nn ~mh ut dun ml'nyumm, r 'UI 'Ufh k 'g"iatnn p 'ug 'mbang,an

dan Iu'·wh·n.la. nan w',ah,l;
h. UU'u:I,lumpuUm,u, me'n~ulah! rn 'u~,ann~hijs dun m .nynjiknn data

11I'1:II,c.uw-:Hhu m,'ikro, 'Iu"~H.Irn 'n·'''I1H,uh. b 's,ar dan kopern ,i di daernh;
t·. 111H'nY'i~111i1mnha~ III n du 11 m cnyusu n petunjuk l' .knis P"'O rembangan

dnu Pemhf"rrln'-oun scktor trsahn rnikro, keeil, menengs h, besar
~J:ln kopernsi;

HI
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r~

d. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, p "ngL!turan
dan pengendalian penyelenggaraan dan pengembangan prnrnrmi
penanam,anmodal daerab..

(3) B~dang Promosi Penanaman Modal dalarn melakeanakan tuga~l'
sebagaimana dimaksud pada ayat ,(1) mernpunyai uraian rugas Hcbagai
berikut:
a, menyusun bahan perurnusan kebijakan teknis promost penartarnan

modal;
b" menyusun program, mengoordinasikan, rnernbina, men~atur

dan mengendahkan penyediaan dan pengernbangan aarana prorrsosi
penariaman modal daerah;

c, menyusun program, mengoordinasikan, mernbina, rncngatur
dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan pra sara ria
promosi penanarnan modal daerah;

d. rnenyusun pro.gram" mengoordmasikan, mernbina, rnengatur
dan mengendafikan promosi penanarnan moda] daerah:

e. menyuSUJ1, program, mengoordinasikan, mernbina, mcngatur
dan mengendalikan penyelenggaraan dan pengembanga n prornosi
penanaman rnoda] daerah; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuar dengan bidang t.ugas
dan kewenangannya a,

(4) Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat [~.~
terdlri atas:
a, Seksi Pengernbangan Promosi Penanaman Modal;. dan
b. Seksi Bar-anadan Prasarana Prornosi Penanaman MadaL

pcmbinaan,
pc n gem btl11ga n

II) B~dalng Pmmos~ Permnarnan MndalJ SC'I}t1~iljmm'u dirmd~~;;ud (~,d;lIf1 P,jI'rml );
ayat ~4) huruf c mernpunyni tugas men~nnrdinnnikHn. rnrmhirn», nwtIJ~~11ur
dan mengendalikan penye1eng~ar,aun prnmns] pc:rllUJmnan rnorlul dtwwl'L

(2J Bidang Prornosl Penanaman Modal dalnm rnclnks ..Hlwk'll:[l I j~~f!'·.

sebagoirnana djrnaksud pado ayat I( l] 'rnenydlcng'~M,[Ikim f!i,m~~s,il:
a. penyusunan program. koordlnaai, pernbiruum, ~w,nr~nltII,r·;:Ul

dan pengendalian perryediaan clan pengernbangan narana prnrnnni
penanaman modal daerah:

b. penyusunan program, koordinasi,
dan pengerrdahan penyediaan dan
prornosi penanarnan modal daerah;

c. penyusurian program! koordinasi t pernbinaan,
clan pengendalian prornosi penanarnan modal, daerah; dan

rH~hln '~\:['l'rnr~n~
Bidang rrnmm.,~ Pcrtnrrurru 1'1'1 'M<urlla II

III
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t t) Seksi Sararia dan Prasnrana Promo' i Pcnanaman Moda1 . ebagaimam
dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b mernpunyai tugas rnclak s ,ianakan
dan rnemberikan bimbingnn teknis, lasilitasi dan sup rvisi piAtak~an an
~'L n d ~~minsar na dan pr;:IManma prumosi pc:nana.ma.fl modal d-, "rah.

Pasul 11

tugasbidangdcnganscsuaiO. rn zlaksanakan tugas
dan kewenangannya.

~,!. IIw~~}'i.!l.pl'\:mbul:um dun nU'lalH;:mnl\~H1h:i.mbinJ",:m teknis, r;~~.,i':ljUJiii[Jim
. u1:e'(· hd 'rH,-n. '('·1'nm~anf!:m 'IH·nmn~l.li. '(rnmmnmn rnodnl (\: I rnh;

h. men rinJlmn bnhuu dan rn ·I.akj~makan f;Cf"ilH... i dan ,UPf!n']':_.1

pt'ngnub:m.;gnn IUU':~iUl1 dun jnri.flWlln k(;mHr,~~m p "ny'Ch;ng~~fJra;:m
prom lsi pcnnnurnan modal duernh;

I. ru 'I yinpknn buhun dun m elukannnkan biml ,ing'm tcknis, ffH.ili La SID
dun SU'P 'rvisi pcn~ 'rnblln~ml prnmuai pcnunamun m' elal dr eruh;

J. rneuyinpknn bnhnu dan mclaksar ak .n Ia: i.lita~·i dan
super isi pcngcrr.•b:mgan lunsan, jungkuuan dan sa: aran prornosi
p .nnnrrrnnn modal daeruh;

k. m "nyiupknn bnhnn dan mel,'ksannkun norma, stnndar, proscdur
1[131.\ kriteriu prornosi penunamun moclal:

L rn .nyinpknn bnhan dun rnelaksunukan kcrja sama d 'ngan sa uan
kerja/ unit kerja dan instnnsi tcrkait dularn kegiuu n p "nyc). nggaraan
dan pengcmbnngan prornosi pcnanarnun modal dacrah;

rn, rncnyiapknn bahan dan rnelukannukun pcmantnuan kegiatan
pcnyclenggamun dan pengernbangan promosi pcnanarnan modal
duernh:

11. menyiapkan hahan dan rncnyuaun lapor n kin, irja pcnyelenggaraan
dan pengernbangan prornosi pcnunarnan modal. daerah; dan

f.

t' .

I. '1'11'1"11\'1 '1~lil m \):,111 m ,111'11'1 1111£"11111'111: IIII 1'( 1111'111,11111 kqj:i~I,I~ulflnW"mb'lrJ~~:ln
pml\Ul,l ':'1 IIWIUI,UIiIlI ill. Ullu'l d;
m{·n~~,lllm'lindlum. UWIlf'.utdll nWllUlllUli I.lf dan nwny:qiknn d,:~'n
kq',inl III l'llllllt!: I p~''IJ,m 11'1,'11:'1111 nuu'lnl IIIInr·j·llll'I;

Ilwnvmpl(,:1JI1 hllhull iii lin W~'lIylll Iill pd ll.Iuj]uk
I e'U. dt·'W.!':'II!UlU IHHIIUn:l. IWI'II:m,.Hllan UllJdall da"rnh~

~L mcuyiapl;;, ,Ul hahull dIm lJWU nouu pc'llilIjUi< tckuin pr:m~,'rnb'Jr]'~un
plontnsj, IH'II:mullIIll'l ullldul d!l~'mll;
Im·n~1i.ll.p'kII.t bnhuu dim 1111'Iul{UlIUalrl!.:11l IH:ny'U~.~ :IWI1 pnJ,~'.. alU promo: •.i
pnl nmUHIU 11I0(1n~dw'·:r.dl;.
uu-uy •.nphm buhnu dun nJ(:nyt:kIlJ~I~i.lrakHn pmmu:~i pcrianarrtan
IIHI(hd (l.Henl h;

~..

III :''1 1\'.'1 1\ 'liI:1 IIdl.lin'~11I1 1"'11111111'111 I~I~!,i1111.I,IIII:III!1 'MI'I.I;.! ....f II,q::IIUlCllrM IIIIW~k"'.lld
1.11" U 1"'.1,,:11 II ~r 111' (.'1) ~ull~1I rI t t u U.pllll~·UI HII".n II'IdOV'.q~H knll.
1,11f'11111, ,I'I~ ill hllllh'llll: III Id\III.·_. 111:1'1'11111"-1 dWiIIl 1.11',1111111 I e] 11,1 tlW,llI'.;,IIWdl·.~·"

d.11 iI Ih'IWII'I II h ..IIll,p;:l1'I 11'11111HII'~II I If'I UU 111111111111 1Il1~U lu ~d If'~ aim
I}l :id. 'II II!I'II ~~,('IIIlIIIII!II: II.I IPI01110'I I' IIn:I'lmIIIO'I" MI' ,dlll dl,dlllUi rnr Iii II"",aW.il,k'iIIl

'lu~'.I" • 'h.lF,.UIIIUIUII d"lwd<,',nd 'pad~. _lya~ ~ I~ ~U"fUpIl,IIV III1 lu~uar. '1IJV",.rl
!.,clld )'111 11,""II' ...III~

I'!I' nl III'

I.'
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~.~j Bidang P -ngendalian Penanaman ModaJ seba.gaimana dimaksud da]am
PusH11 2' urnl f4) huruf d mempurlyai, tug,as meng,oordinasikan. me:mb~na,
dan m-'ng' 'ndaJlikan pe,l.aksanaan pemanlauan. pe.ngaw3s:In
dun p 'mb,i,naan kcgri,lIUln penanaman modal.

[~ Bwdan' P' ~n,g'ndaJi,an P'mmaman Modal dalam melaksanakan lU as
M,,:t a~aim· rw dinulJksud pa,do ayat (1')1mcnyeJenggarakan runf]si,;

Pas a] 12

Bagian Ke Iirna
Bjda ng PengcndaHan Penanaman Modal

:~ U II.. aI.H! 11.a'~. 1.11. Pr mIU~,~ P~·Il.lnun.rn _'I'll kl, d.rlurn
• ill i~ IWI 'IIIL;.P. ·"dl,.,"~,IIIlJdll.1 dUB di'.lhl p.nl:! U.':LU ~1) nwm,pul1\1ui

Ill'll III I!.I,'" • -I- II~ ~ I, ·rw,! .. lI,'
JIll rn. I ~p~ 0111. rh.ru rl.ru nu-nvuxurr In"nnllW I l~~I~,a~aUi J1:{',IlVh1p.Ul
• 111.111 t 11"'1 11 -'ilJdBI_ d In 1 d~.ar, nu prulI:lm-a [lu ruim Ul :modal
11;1 r Ifli.

1(1. m II :unq UUi [1,. 1I1I"lT~U~, rh, mt'II~,dn, I,h~i:i dun men W ~J~ka'rldatu snrunu
,Lin pI "P••lf .u .~IPlfunmsi pen uuunnr rnndal diu-ruh;
Un"!'I,\l;tpl~,"11h.,h,m, dun mrJ:ltustm petunjuk teknis ranumg bnngun
, .,'1\ ' t,·~.. 11I1 ~;;,.r,Ul.J ,'I. In p_ nsurana prom si pennnr man modal dacruh;

d uu-nv: tpk]ll huhnn dr n ml.·h-~,k.saI1HIan unalieis kebutuhnn tunc n~
h.m ~un dan de:~nin surr nu dun 1>111.5,,- ranu prornosi pcnannrnan rn dal
d vr th;

'I', ml'n_ iU~lklill buhnn don melnksunakan p enyinpan ran arig bangtm
lUB k~ uin snrunn dan rnsnrunn t of mOSE 'P-nunuman modal d erah;

r, mt"uyll ipknn hrdutn dun, rnelnksnnakun penyiepan media prornosi
P'"U murnnn m ,lchl d_I'I' nh;

I~' rncn il.ipknn I nhnln, dun m ~hlksanakan pcngemberrgan jaringan
l(l"mll .uun pcny ·di.~\I'n sur rna dan prasarnna prornosi pcnanarnan
mudnl dm.:'Tnh;

h. menyiapkun bnhnn dun rnelaksaraakarr publtkasi dan distribusi
surnn. pr mosip enunarnan modal do" .'JI'rah;.

l. m .n"~Lllpk:.n buhun dun mclaksanukan bimbin an teknis, faailltasi
dnn ~,.ip ~nrisi p inye i. in an sa ran a. dan pr c.J sarana prornosi penanarnan
rno la~ (loera'h.;,

j. rncnyiapknn buhan dnn rnelaksanakan norma, standar, prosedur
dun krit 'r-ia sarana dan prasarann prornosi penanarnan modal daerah;

k, rncnyinpka 11 buhsm dan rnelaksanakan kerja 88Lma dengan satuan
k(·rja/uni,l kerja dan insransi terkait dalarn kajian kegiatan penyediaan
H'uun."-~dan prasarana prornosi pcrumaman modal daerah;

1. rncnyiapkan bahnn dan melaksanakan pemanrauan kegiatan
penc edinan sarana dan prasarana promosi penanarnan modal daerah;

rn. rncnyiapkan bahan dan menyusurr Iaporan kincrja penyediaan sarana
d anp nsarana prornnsi penanarnan modal daerah: dan

n. meluksanukan urgas lain sesuai dengan bidang tugas dan
k. .wcrumgarmya.
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• I I I.
.....,I I 1.11

(1) Seksi Pernantauan dan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a rnempunyai tugas
melaksanakan pernantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal
daerah,

(2), Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal dalarn
melaksanakan tugas sebegaimana dimaksud pada ayat {IJ rnemptmyai
uraian tugas sebagai berikut: -
a. menyiapkan bahan dan rnenyusun rencana kegiatan kajian teknis

dan desain serta pengernbangan informasi pernantauan
dan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;

h. mengumpujkan, mengolah, menganalisis dan rnenyajikan data
kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;

c. menyiapkan bahan dan menyu sun petunjuk tekriis pemantauan
kegi atan, penanaman modal daerah;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan
kegiatan penanaman modal daerah;

Pasal 13

e. melaksanakan tugas hun sesuai dengan bidang tugas
dan, kewenangannya,

(4) Bidang Pengendalian dan lnformasi Penanarnan Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (.1) terdiri atas:
a, Seksi Pernantauan dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
b. Seksi Pernbinaan Penanarnan Modal,

pengaturan
penanaman

pcngaturan
penanaman

Penyusunr n program, koordinasi, pembinaan,
d: n pcngendalian pelaksanaan pemantauan kegu tan
modal dr ("I" h:
pen: stman program, kourdinaei, pembinaan
d..,n pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan
mod 1daerah; dan

c. penyusun n program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan
dai _pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal.
daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

(3) Bidang Pengendalian Penanaman Modal dalarn melaksanakan tugas
ebagairnana dirnaksud pada ayat (1)1 mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menyusun bahan perurnusan kebijakan teknis pengendalian

pelaksanaan penanaman modal daerah;
b. rnenyusun program, mengoordinasikan, membina, rnengatur,

dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan kegiatan penanarnan
modal daerah;

c. menyusun program" rnengoordinasikan, membina , mengatur,
dan rnengendalikan pelaksanaan pengawasan kegiatan penanarnan
modal daerah;

d. rnenyusun program, mengoordinasikan, mernbina, mengarur,
dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman
modal daerah dan fasilitasi penyelesaian permaselahan penanarnan
modal: dan

- 14 -
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a. mcnyiapkan bahan dan mcnyusun rencana kegiatan kajian teknis
dian desain serta pcngernbangan informasi pernbinaan pelaksanaan
pcnanaman modal daerah; .

b. rnengurnpulkan, rnengolah, mcnganalisis dan rnenyajikan data
kegia:tanpelaksanaan penanaruan modal daerah;

c. mcny'.ap.kan bah an dan menyusun petunjuk teknis kegiatan
p .rnbinaan pelaksanaan penanarnan modal berdasarkan sektor usaha
dan wi luyah;

d. m rnyiapknn bahan dan melaksanakan inventarisa i
1,'Ul ,i, lentifikasi dulu. kegialan peluksanaan penanaman modal daerah;
~en~i(llpka~" b?hlln dan ~e~aksanakan ,pembinaan., bimbing,am
l'~!kn1':> fl'l dlta'/u' elfin ~up rv'l- i, pening,kalan kep,atuhan pemcn,uhan
k,c:wuj mban ,) "ktnr U ohu p -m:maman m .daJ daerah; ..

(1) Seksi Pernbmaan Penanarnan Modal scbagairnana dirnaksud dalarn
Pasa] ]2 ayat (4) huruf b rnernpunyai tugas melaksanakan pembinaart
kegiatan pcnanarnan modal daerah,

(2) 8cksi Pemhinaan Penanaman Modal dalarn rnelaksariakan tugas
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

Paso] 14

tugasbidangdcng~nsesuailainp. mclaksanakan tugas
dan kcwenanganny,a,

rn,

L

J.

h. ITO 'nyi,iJpLw:n lrahrm dan m '\uksanakan in'llenlarisosi_
I '{'In .n uhun k ~wujihan s -ktor usahu pcn.an'Jman modal daerah;
mc~c.apkan lmhan dan m 'la'ks~n::::Ik;nll inven~a.r.isasi penyimpangan
k'~,ialun seklor usnha pcnunam.an modal daerah;
m 'nyinpkml bahun dan m .nyusun Iaporan pcnyimpangan kegiatan
sektor usahu 'P -nanarm _nmodal d ·,cr,·,h;

k. :mcnyinpkan bahun dan mclaks' nakz n invcntorisasi pennasruahan
s,.ktor usaha p 'na:naman medal duerah;
m -nyiapkan bahan dan mclaksanckan norma, standar jI prosedur
dan 'kdl, eria pcmantnuun dim pcng::wasan sektor usaha penanaman
modal da -rah;
rn myiapk n bahan dan rnelaksariakan ker]a sarna dengan satuan
kerja/ unit kcrja dan instansi terkait dalarn kegiatan pemantauan
d"n pcngawasan sektor usaha penanarnan modal daerah;

n. mcnyiapkan bahan dan mclaksanakan kegiatan pernantauan
dan pengawasan scktor usaha penanarnan modal daerah;

0,. rncnyiapkan hahan d 11 rnenyusnn laporan kinerja kegiatan
pcrnantauan dan pengawasan sektor usaha penanarnan modal
daerab; d~n

~'" UI 'n~',rapkj:lrl lwhan,
hl pOFilI'J, rwnrtavv;:1 :;,i.llr.

(hili' uh;

-. .1. 'I, •• • ku 1 in\!('nl:'lris~I~~id,an ildcntHlkaL)~
nWfl lap~{;IMI hahJt!'1 d In n1{-II.lrt ••U),I'I.ar . - .

~.f J.:"w U".Jlhn IWUlUlillrlllill[l rund.al d;u'r'~h~
I. m '.I~n.~,plk~U'Ill.lwu dun md:·.k· 'lnakan p(!mant. uan llnl!.kat kc.paluhun

_t. tur 'L...a)m rwruuHHmm modal rlrH~rah;,
mcl,ak$JnHkw!l invenLarisnsi dun menyus to
'~f~r);jlt ihun s -ktor usuhn p nat ..man modal
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(1)1 Bidang Perizman Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas
mengoordinasikan, mernbina, dan mengendalikan pelayanan perizinan
dan non pertzman dibidang perizirran ekonorni dan sumber daya alam
rneliputi kehutanan, lingkungan, energi dan aumber daya mineral,
kelautan dan perikanan, pertanian sektor peternakan dan sektor
perkebunari, perdagangan, perindustrian, koperasi dan. pariwisata,

(2)' Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalarn rnelaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1.)1 rnenyelenggarakan fungsi:
a, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian pe layanan perizinarr dan non perizinan bidang
kehutanan;

b. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan
dan pengerrdaltan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
lingkungan;

c. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan
dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
energi dan sumber daya mineral;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
kelautan dan perikanan;

Pasal 15

Bagian Keenam
Bidang Perizinan Ekonorni dan Sumber Daya Alam

h. men} inpkan bahan don mclaksanakan Iasilitaa! percepatan realisasi
investnsi proyek:

r, rnenyiapktm bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan kriteria kegiatan pernblnaarr pelaksanaan penanaman modal
berdasarkan sektor usaha dan wilayah; -

J ,. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan sa tuan
kerja/unit kerja dan instans.i terkait dalarn kegiatan kegi atan,
pembinaan pelaksanaan penanarnan modal berdasarkan sektor usaha
dan wilayah;

k. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan
pelakaartaan penanarnan modal berdasarkan sektor usaha
dan wilayah;

I. rnenyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan
pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha
dan wilayah; dan.

rn, rnelaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangannya ..,

Iaailitasi pcnyelesaian,~.

pembinuan, birnbingan
pen, irnpangan !l<cgiatan

mcnviapk 11. br han dan m laksannkan
te trus , fasilitaai dan supervrai elimjnasi
sektor us, hr p nanaman modal daerah ;
rnenyiupk n bob ..n dan rnelaksanakan
pcrmasaleban yang dihadapi pelaku usaha;

f.
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Pasal ]6
I( 1) Seksi Perizinan Lingkungan J lidup dan Surnber Dayu A,llam s' 'ba~~:lrnanu

dalarn Pas ...l IS ayat ~4) huruf i:1 rnernptmyai tugas rnelakaanakan
pclnyanan admmistrasi perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungnn
dun Sumber Daya Alarn melipuf kchutanan, Iingkunga n dan energ:
dan sumberdaya minera L

(..:.;) Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alarn dalurn
rnelaksanakan tugas sebazaimana dimaksud pada ayat [I] mempunyai
urals n tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan rnenyusun rencana kegiatan pelayanan

ad rninisarasi perizinan dan non perizinan di b~dHng keh utana n,
Iingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;

b. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan
perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, Iingkungan,
dan Energi dan sumber daya mineral;

c. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan veriflkasi dokumen
kelengkapan permohonan perizinan dan non perizman di bidang
kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mincrad;

d. rnenyiapkan bahan dan rnelaksanakan pelayanan admirustrasi
perizi.nan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan,
dan Energl dan sum ber daya mineral;

e. menyiapkan bahan dan mclaksanakan konfirmasi serta klariflkasi
kelayakan permohonan perizinan dan non, perizman di bidang
kehutanan, Iingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;

r. rnenyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan
permnhonan perizinan dan non perizinan d.i bidang kehutanan,
lingkurigan, dan Energi dan aumber daya mineral;

g. rnenyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan
dan non perizirian bidang kehutanan, lingkungan, dan Encrgi clan
sumber daya mineral;

h. menyiapkan bahan dan rnelaksnnaknn pernantauan pelaksanaan
perizinan dam non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan
Energi dan sumber daya mineral;

L rnenyiapkan bahan dan memproses pencabutan dan pernbatalan
dokumen perizinan dan non perizinan bidang kehutarran, Iingkungan,
dan Energi dan surnber daya mineral;

J. menyiapkan bahan dan rnenyusun laporan realisaai perizinan
dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi
dan surnber daya mineral;

k. rnenyiapkan bahan dan rnelaksanakan norma, standar, prosedur
dan - kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang
kehutanan, lingkungan, dan: Energi d.SIl sumber daya mineral;

HI Biunnr. Peri inun Ek norni dur Surnbcr 0 ..Y" AI im ·wbngn,j,mnna
dunuksud pnrln uyul (~) terdiri utns:

'St''k.'j P .rizlnon Lingkungan Hidup dan Sumh 'r Daya Alum; dan
Ill. Sdu;j,jP 'rizinan Ekonomi.

- Hi
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pengaturan dan
perizinan bidang

pembinaan,
dan nOI1

k rd. .p:rcogram~, .,OO~-~'maSI"
pelayanan perizinan

a_ penyusunart
pengendalian
perhubungan;

(1) Bidang Perizinan Infraatrukrur dan Sosial sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) huruf f mernpunyai tugas mengoordinasikan, mernbina,
dan rnengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang
pertzman infrastruktur dan sosial meliputi, sektor perhubungan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pendidikan,
kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian.

(2) B.~dang Perizinan Infrastruktur dan Sosial dalarn melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pad;'}ayat (1) rnenyelenggarakan fungsi:

Pasa~18

Bagian Ketu] uh
Bidang Perizinan lnfraatruktur dan Sosial

h. rnenyiapkan bahan d£ n rnelakaanakan rem ntauan p ·h:'.IIk" rmaan
perizinan dan non p -rizman dl hidang K ~lHutijn dan P~riknnan"
PeTL nian Sekror Pet ernaki n dan sektur Perkebunnn, Perdu J.an:(!an.
Perindustrian, Kopcrasi dan Pariwi ala;

L rnenyiapkan bahari dan rnemproses pen ubutan c.:I!' n pembatalun
dokumen perizinan dan non pcrizinan hidang Kdaw_an dan Perikan n,
Pertanian Sektor Peternakan dan sektnr Perkebunan, Perdagangan,
Perindustrian, Koperaai dan Pariwisata;

J. rnenyiapkan bahan dan menyusun laporan reall sasi p -rizinen dan
non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Scktor
Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Parjwisata;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma; standar, pro sedur
dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Ketautan
dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor P -rkebu_nan~
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan
aatuanj un.it kerja dan insransi terkait dalam pelayanan perizman dan
non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor
Peterriakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Pariwisata:

rn, rnenyiapkan bahan dan melaksanakan pernantauan pdayanan
perisinan dan non perizinan di bidang Kdautan dan Perikanan,
Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan,
Perindustrian. Koperasi dan Pariwisata:

n. rnenyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan
perizinan dan non periainan di bidang Kelautan dan Perikanan ,
Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan,
Perindustrian "Koperasi dan Pariwisata; clan

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangannya,

- 20 -
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rnembina, rnengatur
non perizinan bidang

h. menyusun program, mengoordinasikan, mernbina, mengatur
dan rnengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
perhubungan;

e. rnenyusun program, rnengoordinasikan,
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan
lingkungan;

d. menyusun program, rnengoordinasikan, mernbina, rnengatur
dan rnengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
energi sumberdaya mineral;

e. menyusun program; rnengoordinasikan, mernbina, mengamr
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizman bidang
kela u tan dan perikanan;

f. rnenyusun program, mengaordinasikan, membina, mengatur
dan rnengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
pertanian sektor peternakan dan sektor perkeburian;

g. menyuaun program, mengoordinasikan, mernbina, mengatur
dan mengendalikan pelayanari perizinan dan. non perizinan bidang
perdagangan;

h. rnenyusun program, mengoordinasikan, rnembina, merigatur
dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
perindustrian;

h. p[·nYll.H.U'. m pruJ,tf un. li;;ooull~IIH~·,ii. prrn! .In,.WI • Ir){'n~~UIurun
dUfi rwngemlalinn pd 'V~W rn rwrizinan dan nun rwri"oiIJulliIl bidmll~
pekcrjrum Umum dn pvnatuun runn ',;
pt'nyus man prournrn, kllurdil.m~.i" pemhinilHH; Ipcn,f,ti'J.lur:HII
dun I,L'nl-~'l"nrllaliISinp -:Inyan~rn pcrizinun dan rum perizinnn hidang,
PI' t;mahan;,

d. I enyusunnn Ipru~.n~m, koorrtmasi, pernbirumn, p "n,~sJt.un in
dan p 'ng endnlian P' elayunan pcrizinun dan non perizinun bidung
Jl -ndidikan;

" . Cn}'UsLUan program", koordinnai, pernbinann, p·~nraturan
dun pert J -nduliun pelayunan p .rizinun dan non perizinnn bidang
keschatn n;

r.. I cnyusunnn program, koordinusr, p mbinuan, pen. nturan
dan pengendallan pclayanan perizinan dan non perjzirian bidang
tennga k erja;

gO' penyusunan program, kcnrdinosi, pembine arr, pengaturan
dan pcngeridalian pclayanan perizinan dan non perizinan
bidang snsial;

h. penyusunan program" koordinasi, pernbinaan, pengaturan
dan pen rendalian pclayanan perizinan dan non perizinan bidang
kearsipan; dan

I,. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizirian bidang
pen elitian,

(3) Bidang erizinan Infrastruktur dan Sosial dalarn melaksanakan tugas
81 bagaimana dimakaud pada ayat (1) rnernpunyai uraian tugas sebagai
berikut:
R. menyusun bahan perurnusan kebijakan teknis perizinan dan. non

perizinan bidang infrastruktur dan sosial;
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(2)

Sekai Perizinan Scsial sebagairnana dimaksud dalam Paaal L8 ayat (4)
huruf a mernpunyai tugas rnelaksanakan pelayanan administraei
perizinan dan norr perizinan di bidang Sosial meliputi pendidikan,
kesehatan, tenaga kerja, scsial, kearsipan dan penelitian.
Seksi Perizinan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud
pada ayat 1(:1) mernpunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. rnenyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan

pelayanan administrasi perizinan dan non penzman di bidang
Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, 80s1.8.1,kearsipan dan penelitian;

h. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas
perrnohorian perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan,
kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikaei dokumen
kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang
Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

d. menyiapkan bahan dan melaksauakan pelayanan administrasi
perizinan dan non perizinan eli bidang Pendidikan, kesehatan, tennga
kerja, sosial, kearsipan dan penelitian:

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan konflrmasi serta klarifikasi
kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang
Pendidikan, kesehatan tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

f. menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan
perrnohonan perizinan dan non perizinan di bida:ng Pendidikan,
kesehatan, tenaga kerja, sosiaf, kearsipan dan penelitian;

g. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan
dan non perizinan bidang Pendidikan, keeehatan. tenaga kerja, sosial,
kearsipan dan penelitian;

h. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pernantauan pelaksanaan
perizinan dan non perizinan dl bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga
ker]a. aoslal I' kearsipan dan peneli tian;

L menyiapkan bahan dan memproses pencabutan dan pembatalan
dokumen perizinan dan non perizinan bidang Pendidika.n" kesebatan,
tena.ga ke[jia, 'Sosial, kearsipan dan penel~,tian;

(1)

Pasal 19

dan kr-w ·nanganny.n.
H~ mdan~ Perixinnn Infrustrtrktur dan Sosial sebagaimana dimaksud pada

,j.! ;U l (111 terd iri aut S:

a, Seksi Perizirran Sesial: dan
b. 8el(s,J Perizinan :Infrastrukrur.

sesuar tugasbidangdcnganlai,nk. mrla ksunaknn

(IWl ~\"l,I~.II,1 ru 'I) [1~~r.1rill, 'mt'IlJ,.tom rI in; I ••j kiln" mernbinu ~ m'('n~.a I ur
d,1III IIH'IW"l1da,ldwu pdaYHfldn p>!"r~iz:inanInn non. p~:rizinan bidanu
IiiI 'Ii H" [j i~.I;,

mcm,'W~lIn pm~r~un. mengmJrd~nmi,ik:nn. rnembina mengntur
d 111 nWII:~('ndHlik .111 p ',llaJunan pertzman dan non perizinan biclang
poriwisat D.; tin n
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(1) Sekai Perizinan Insfrastruktur sebagaimana dimaksud dalarn Pasal I
ayat t4) huruf b mernpunyai tugas melaksanakart pelayanan administrasi
perjzirian dan non perizinan dm. bidang lnfrastruktur rneliputi sekmr
perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan ..

(2) Sekai Perizinan lnsfrastruktur dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.. rnenyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan

adrninistrasi perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan
pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;

b. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan veri fikas i berkas
permohorian perizinan dan non perizinan di, bidang Perhubungan,
pekerjaan urnum dan penataan ruang, dan pertanahan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen
kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang
Perhubungan, pekerjaan urnurn dan penataan ruang,
dan pertanahan:

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi
perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan urnum
dan penataan ruang, dan pertanahan;

e". rnenyiapkan bahan dan meluksanakan konfirmasi serta
klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non penzman
di bidang Perhubungan, pekerjaan urnum dan penataan ru..ang,
dan pertanahan;

f. rnenyiapkan bahan dan memprose's pe~nolakan atau persetujua_n
permohonan perizinan dan non perlzinan di hidang Perhubumgan,
pekcrjaan umum dan penataan ruang,. dan pertanahan;

g. menyiapkan bahan dan memproses penerbhan, dokumen perizinan
dan non penztnan bidang, Perh.ubungan. pekerjaan urn,urn
dan penataan. ruang.; dan, pertanahan;

Paaal 20

ml'UVI,HrK'lr IIJ'ahw, dar m .n' -usun lap ran reali 8'- j P rizm n
d In !lOU pl'nz~rrmn eli b~diJIng Pe:ndIdikan, ke ehatan, tenaga kerja.
'. )']1111. k '1 r: j I un dan pt-nelitis .n ;

~. nu-nyu'.pKllU buhru d..n mel ks. nakan norma, standar pros dur
duu krwleria p -Iayanan penzman dan non perizinan di bidan
P'~'ndidikanl' k .sehatan, tennga kerja, sosial, kearsipan dan penelltian;

L nn-nyiapkun hahun dan m laksanakan kerja sarna dengan
sutuunyunit kcrja dun instansi erkait dalam pelayanan perizinan dan
nun perizinan di bidang P,C!ndi,dikan! kesehatan, tenaga kerja, scsiad,
k "Hrsiipan d· n penelitian;

m. men iapkan bahart dan melakaanakart pemantauan pelayanan
perizirran dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga
kerju, sosial, kearsipan dan penelitian;

n. rrn-nyiapkan bahan dan rnenyusun laporan kinerja pelayanan
perjzirian dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan tenaga
kerja ~sesia], kearsipan dan penelitian; dan

o, rn -laksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

:.!.1



Dipindai dengan CamScanner

(1~ Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Iriferrnasi sebagairnana dimaksud
dalarn Pasal :2 ayat 1(4) huruf g mernpunyai rugas mengoordinasikan.
mernbina, dan mengenclalikarr pelaksanaan penanganan pengaduan,
konaultasi, penyusunan kebijakan dan perrgembangan layanan dan
informasi pertanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non
perizman.

(211 Bidang Perigaduan, Kebijakan dan lnforrnesi dalarn melaksarrakon tug~Tl~
sebagairnana dirnakstrd pada ayat [1) rnenyelenggarakan fungai:
a. penyusunan program I' koordinasi, pembinaan. peng.uurnn

dan pengendalian pelaksariaan penanganan pengaduan, kunsttlt.ts].
penyuaunan kebijakan dan pengembangan laynnr n terpadu pertzinan
dan non perizinan; dan

h. penyusunen program, koordinasi, pembinnan. pengaturun
dan pengendalian pelaksariaan pengernbangan dah]! dan inJonnls,'1
penanarnan modal dan pelayanan terpr du perizinam dan, non
perizinan.

(3) Bidang Pengaduan, K:ebij,akl3n dan Infonnasi dalam melaksarrnknn tUg\l5
sebagaimana dimaksud pada ayat P) mempunyai uruian tugas s 'blll,gai
berikut:

Pasal 21

Ba gian Kedelapan
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informa

II~ IW~.nYI·lpk,iUl IKlIlllan dan rneluks..makan pemantn pelaksai :J,.Jn
p' ,ILUl'1H elm] mm p rtzirran dl btdang Perhuhu ~:;:m.pe ·'I?f]aIm urnu
d~1n P .nntnnn runrrg, df n per anuhun;

II. mr'n· inpkan hahan ;J11 rn mproscs pencabutan d n pemba '",d.ll1
clok,u men perizmen dan nun perizman bid ,ng Perhubunga , pe rerja.m
urnIIm dun penataan ruang dan pertanahan;

]. ITH;f1Y'iilP~,.lUl bahan dan meriyuaun laporan re ,11 ::1"1 pennnan
dan non pcrizman di bidang Perhtrbungan, pekerjaan umum
dan penutuan mango dan pertanahan;

k. mcnyinpkan bnhan dan melaksanakan norma. s __ndar, prnsedur
dan kriteria pelayunan perizinan dan nun perizinan di bidiill~
rl:rhubu:n~~illl, p -k -rjuan urnum dun penataan ruaria,
dan pcrtanahs n:

L rnenyiapkan be han dan melaksanakan kerja s .eru denaan
satuan/ unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan pertzmun
dan nun pcnzman di bidang Perhubun an. pekerja n urnum
dan pcnataan ruang, dan pertanahan;

rn, rnenyiapkan bahan dan melaksanakan pernantauan pelayanan
p erizinen dan non perizinan di bidang Perhubungan. pekerjaan urnurn
dan penataan ruang, dan pertanahan;

11. rnenyiapkan bahan. dan merryustrn laporan kinerja pelayanun
perizinan dan non perizinarr di bidang Perhubungan, pekerjaan urnum
dan penataan ruang, dan pertanahan; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tUgClS,
dan kewenangannya.

- 2



Dipindai dengan CamScanner

[J] Seksi K- bijakan, Hukurn dan L~" unan PI(~El~~,nrlum~;I=ur ,",~:dmana dimak!.IIHI
dalarn Pasal 2'~ ayat (4) hUfUr a rnernpunynl tugas m ·.Iaknan,alm,n
penyusunan kebijakan, koneultasi, ['L,_•.il'j t rsi mhtnkmd, pcnorusman
pengadtran dan pcngernl an', n t yamm ~~.-pf'I.u p rizlnun tan n in
perizinan,

(2) Seksi Kebijakan, Hukum dan Layanan I cngaduan dalnm r.ncluk~~nnakHIl
tugas sebagairnana dimaksud pada ayat I(~.JI m 'mpunyui uraian tU~1as
sebagai berikut:
a. mdaksanaka,] administr.asi pengaduan dan konaultnsi layunan dalarn

penyelcnggaraan pelayanan t rpadu p rizinan dun non p .rizinan;
b. rnenyiapkan dan mengumpulkan data pcngaduan dun knn~·uH.as,i

layanan dalam penyelenggaraan pelayunan terpadu pcrjzlnon dun non
periainari:

c. merencanakan perranganan pengaduan dan konsuhasi layam n dalarn
penyelenggaraan pelayanan terp du perizinan dan I on perizinan:

d. mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan dan konsujtasi
Iayanan secara teknis dan operasional penyclenggaraan pclayanan
terpadu perizinan dan nun perizinan;

e.. memberikan dan mernfasilitasi layanan pengaduan de n. konaultasi
layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizjnan dan non
penzman;

f. menganalisis dan rnerumuskan data permasalahan pcnanganan
pengaduan dan konsultasi layanan dalarn pcnyelcnggaraan pelayanan
terpadu perizinan dan non perizinan;

g. memonitortng dan rnengevaluasi data penanganan pcngaduan
dan konsultasi Iayanan dalarn penyelenggaraan pelayanan t ':rpudu
perizinan dan non perizinan;

h. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan
dalarn penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinu n dan non
perizinan;

1. membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut
pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalarn penyc':lenggaraa.n
pelayanan 'l;erpadu perizinan dan non pedzi,na.l1;

1]. Seksi liehijakHn, Hukurn dun l.nyuuun Pl"ngad tII::1n; (Iun
b. Sekai Data dan I'nf, rmnsi.

Hr'~.unic. rnelaksanakan Wgas
dun kewcnnngarmyn.

1(4~ Bidang Pengadunn, K, bijaknn dun Infurrt ~mi :;f~IIJa~~a.furuw,dWSlI'IU.{Il! u~pndn
ayat ,I I) terdiri ala s:

I' U'HYU.:m hnhnn p ~rur-um I: ~~q"d~,u 11"luIP, fl" dlli!~JIII n1

pl·n~'~f1,duan, I 'lIJl'~UIIh~ril. p~rlVL PlllUau h I'~ Ij],U IHIU II Inu p~'UII~~UJ hi!~W.' ,II

l.n arnm dan infurrn H~il Isrnununuu II Inu.luli f Jnn Iwill:IV'III~ II I'll r I'; "fh I
pcrizmnu dan n 11'1 p -rizrn m:

h. rru-nvusun program. nwn~~u n~iu,wdwfl,. uwmhuu I, nU"Uf: ,II' fiI' j
dun mcn~:t·l]dul.ikm~ p 'la~{!1~IW~llni pr'np,rUlh:ul,I';,11111 [I' ~11Ii~hujl Ilulr,r mlll",~

pC'Hunurn:u. modal dan p,-,I'IY rrnm h"rp:uhl' I ~'I~z'Ullnll dlill ,norl
pcrizinun: dun



Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 2,3
Seksi Data dan Informasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4,)
huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan data
dan informasi penariaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan
non penzlnan ..
Seksi Data dan Inforrnasi dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana
dimaksud pada ayat '1) rnernpunyai uraian tugas sebagai berikut:
8. menghimpun, mengolah, menganali sis dan rnenyajikan data,

dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan
non perizinan;

b. mdakukan vrerifikasi/va:lidasi data drul infonnasi penanaman modal
dan pe-layamm 'ter-padu perizinan dian non perizinan,;

(2)

rnenyusun Iaporrm pcnangurtan pt"ngddullll. dun knns'l.ll.'lusl lu\ un.rn
penvelengnaman pelaynrm.n u-rpedu perizinun dun non J errzinun:

k. m"nym,pkan bahan-bahan kebijakun pcratU'r ..m dun udvokus] 'It·rk.lit
deng.ln pelayanan serpadu perizirran dan non peri irian Berta bahan
penvuduhan kepada rnasyarakat:

L rnereocanakan kebijakan dan harrnondsas] sert ~ advukasi lur l'IWUl
terkait dengan pelayanan terpadu perizinan dan non perieinan: .

m, rnengumpulkan dan rnenganalisis bahun kebljukan [peraturuu
perundang-undangan] terkait harrucnisasj regulasi daerah dan
advokasi penyelesaian sengketa pelayanan terpadu perizinnn dun, non
peneman:

fl. mengkaji dan rnengolah [sirnplifikasi, sinkrrmisasi] bahan-bahnrr
kebijakan dan harmenisasi, serta memfasilitasi pendempingnn
darr/ atau pelaksanaan advokasi [termaauk untuk memeriuhi ajudikasi
dan rnedlasi] dalarn penyelesaian sengketa pelayanan terpadu
perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang­
tmdangan:

0. rnengkoordinaaikarr kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait
peleyanan terpadu perizinan dan non perizinan, serta advokaei datarn
penyelesaian sengketa pelayanan terpadu perizinan dan non perizinen;

p,. pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakaa dalarn
penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

q. menyiapkan bahart dan rnenyusun petunjuk teknis pelayanan
adrnmisrrasi pelayanan terpadu perizirian dan non perizinan;

1"'. menyustm lapcran kebijakan dan harmonisasi peraturan Berta
advoka si Iayanan terkait dengan pelayanan terpadu perizinan da fl non
perizinan dalarn mengeluarkan peraturen lingkup daerah;

s menyiapkan data dan bahan serta rnenyustm pelaporan yang rneliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar ~ayanan (SOPI
8Pt spm dan rnp], dan inovasi pelayanan terpadu perizinan dan non
perizinan ;,

L rnenyiapkan bah,an dan rrtelaksarrakan kerja sarna dengan
satmrn/unit kerja dan instansi terkait dalam periyuaunan kebijakan,
fasilitasi advokasi dan penanganan pengaduan layanan penartarnart
modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan

u. melaksanakan tugas bun sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangannya.

20 -



Dipindai dengan CamScanner

;'. • I '1'-r 0 .- I ,11,

Kelompok .Jabatan Fungsional aebagaimana diatur dalam Pasa) 2 ayat (4)
huruf imernpunyai tug-as melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan
keahliart dan kebutuhan,

Pasal 2$

Bagian Kesepuluh
Kelompok .Jabatan Fungsional

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 ayat (4) Iruruf h diatur
kernudjan dengan Peraturan Guberrrur,

(2J Pembenrukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan,

Pasa124

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

rnelakukan pengolahun dntn dan pclaporan pcrmnnrrtan mOil lul
dan pelayr rran L .rpadu pcri1.im:m dan non pcrizinun:

d. rnelnkudcan arurlisa P ·rkcmban~a.1l Iatu dan informus ..i pennnarnan
modal dfm pelnynnnn terpadu pcrizinan dan non perizirmn;

e. melukukan ~vi:il~unsi data dan informnsi p ·IlHnamnn mod" ,I
dan pe'lnyanu'l1 terpadu perizinan dun non perizirmn;

I. rnelakukan pembangunan dan Pmgernbangan sistern informaei
penanarnan modal da,n pelayanan terpridu perizman dan nun
perizi nan;

~. melakukan pemeliharaan aiatern inforrrsasi dan joringan penanarnan
modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizirmrr;

h. rnembangun, rnenyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana
infrastrUktur jaringan sis.t.e:m teknologi inforrnasi dan dllkungan
adrninistrasi serta peningkatkan layanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu perizinarr dan non perizinan;

1. rnerurrurskan dan rnernetakan data dan bahan pelaporan yang
meliputi; pengembangan, pcngendaljan, inovasi pelayanan penanaman
modal (tampelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

J. menyusun Iaporan data dan informasi yang, rnehputi: inov'asi dalarn
penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu
periainan dan non peri zin an, pada sjstem teknologi inforrnasi [aecara
elektronik] ;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan ke:rja sarna dengan
aatuarr/ urut kerja dan instansi terkait data dan inforrnasi penanaman
modal dan peI:ayanan,terpadu perizinan dan non perizinan; dan

L melakaanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangannya.

" }.7



Dipindai dengan CamScanner

Pada saat Peraruran Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernu~
Kalimantan Selatan Nomor 01.36 Tahun 201'1 tentang Tugas Pokok, FU~g:Sl
Dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan ~e1a~~an~_Te~padu Satu ~~nt~
Provinsi Kalimantan Selatan ,(Berita Daerah Provmst _KalImantan Selatan
Tahun 201,' Nornor 136) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

BAH V
KETENTUAN PENUTUP

,(I] Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. -

('2) Masmgmasing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

(3) Maaing-rnasing aub bagian pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayarian
Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Masing-rnaeing seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing
Kepala Bidang,

Pasal27

BAB IV
KETENTUAN LA]N-,LAI'N

Kell~rnpok -Jabatan Fungeional dimaksud dalai - P "'.' I
dan seiurnlah ten - . 'd'als .., - -" ~a,am -asa 25 terdiri

- , ..' _ J ~ . ~I'. _ . renag.a 1 -~ am jenjang fungsionaJ an- terbaei dalam
kCJ~)mpok-kelompok sesuai deng,an bidang keahliannia. g g,
Setiap kelorn 'p'ok J'_ b ,·t', -- F' .'.' '.. ' .... '

- _' _"I"c 0·· ,..1a ,aan " ungsional eebagairnana dirr aks d oad '.' ,dip impin dan diko'" ,d"-'"'"....".~k _ .',1 _ - :-'" . _. Imr; (SU . pa a ayat (l)
..' ' " -. '-'.._.or l.n..,.8., ,St., an ole..h aeo iaran g.: te',·I1·.ag..a. f" - .. '. sic 81..' "._. , ' . _' _ -, -- , ;.:;),..'.--' ~..''',' ungsion .I senl0r

yan.. g ditefapkan oleh Gubernur dan bertanggu ":CCC'·"..b· keria c:...a ,-.-...,'...,'-D'- , '.' . - " ~ .....ng Jawa__-,epada Kepala_mas,"

J:~[[1~ahdanj_enisjabata]~ Iungsional siebagaimana dimaksud pada ayat ifl)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. - ,
-Jenis jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing .Jabatan
Pungsional sebagaimana dimaksud pada ayat U} diatur sesuai dengan
peraturan perundang- undangan ,.

(3)1

Pasal 26



Dipindai dengan CamScanner

BERnA DAERAH PROVENSIKAUMANTAN SELATANTAHUN 2020 NOMOR

Diundangkan di Banjarbaru
padatanggaJ

RUDY RESNAWAN

UR KALIMANTAN SELATAN,

Ditetapkan di Banjarmasm
pad a tanggaJ

P rot urun Gubernur mi rrrulei berlaku pada langgnl diundangkan.
A 'Hr S(·ti'lP I rang rnengetuhuinya, rn om rintahkan pengundang n P TatiU1'"lin

Gubernur iru dengan p nernpatannya dalarn Be rita Dacrah Provmsi
Kuliman tan Selaran.

Pusul 2 J


